Menimbang

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah,

pengelolaan pembangunan, dan pelayanan

masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka
menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program

Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih

wajib menyusun Rencana Pembangunan

Menengah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

Kepala Daerah dilantik;

c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan  Peraturan Daerah tentang

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



10.

11.

12.

13.

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
10);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007
sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2008 Nomor 3);



Menetapkan

14.

15.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bandung Tahun  2005-2025 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014
Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Dan BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah wunsur pembantu Bupati dan dewan
perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah rencana struktur tata ruang Daerah yang
mengatur struktur dan pola tata ruang Daerah.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

BAB II
RPJMD
Pasal 2

RPJMD tahun 2016-2021 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD
tahun 2005-2025.

Pasal 3

Selain mengacu pada RPJPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, RPJMD memperhatikan Rencana Pembangunan jangka
menengah nasionaldan rencana pembangunan jangka
menengah daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

(1)  Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3 terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi Daerah;



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta
kerangka pendanaan;

analisis isu strategis;

visi, misi, tujuan, dan sasaran;

strategi dan arah kebijakan;

kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan;

i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan

j- pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Ketentuan mengenai uraian  sistematika RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

TRo™oe A

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 memuat
Visi, Misi, dan Program Bupati, arah kebijakan keuangan
Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,
program SKPD, program lintas SKPD, dan program
kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.

RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan
dalam RKPD.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan
dan belanja daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD.

Pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
setiap kepala SKPD.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kepala SKPD yang membidangi perencanaan daerah
menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil
pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjadi
bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi
pendanaan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD
tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan
perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun
berkenaan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi
pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada
bagian tersebut.

Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap
urusan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016 — 2021
dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan
yang berlaku pada tahun berkenaan.

Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja
dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan
disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat,
kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan
daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana
dimaksud pada pasal 7, maka perubahan tersebut akan dimuat
dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.



BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 7



